
 

 

 
 

BUPATI PADANG PARIAMAN 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN 

NOMOR 31 TAHUN 2020 

 

TENTANG  

 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

BUPATI PADANG PARIAMAN, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
25); 

  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3964); 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4187); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

 

 

 
5, Tambahan... 

 

SALINAN 



 

 

 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164); 

  10. 

 

 

 

11. 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42); 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah  

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 

2010 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 
Nomor 1); 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor  1 Tahun 

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 1); 

  16. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Padang Pariaman Tahun Anggaran 2020; 

 

Memutuskan… 



 

 

    

 

MEMUTUSKAN: 

        

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 

        

 Pasal 1 

 

 Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri dari: 

 I. Pendapatan 

  a. 

b. 

c. 

Pendapatan Asli Daerah 

Dana Perimbangan 

Lain – lain Pendapatan Daerah 

yang sah 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

101.607.521.617,01 

1.139.643.299.241,00 

269.277.859.492,00 

   Jumlah Pendapatan Rp.    1.510.528.680.350,01 

        
 II. Belanja 

  a. Belanja Tidak Langsung 
   (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Belanja Pegawai 

Belanja Hibah 

Belanja Bantuan Sosial 

Belanja Bagi Hasil  

Belanja Bantuan Keuangan 

Belanja Tak Terduga 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

668.850.357.422,70 

        11.972.562.000,00 

2.835.000.000,00 

5.718.984.047,00 

176.090.104.245,00 

1.146.013.500,00 

   Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 866.613.021.214,70 

        

  b. Belanja Langsung 

   (1) 

(2) 

(3) 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Modal 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

33.427.105.415,00 

281.334.719.868,00 

263.182.047.537,00 

   Jumlah Belanja Langsung Rp. 577.943.872.820,00 

   Jumlah Belanja Rp. 1.444.556.894.034,70 

   

 III. Pembiayaan 

  - Penerimaan Rp. 6.419.020.461,85 

  - Pengeluaran Rp. 15.375.211.517,00 

   Jumlah Pembiayaan Neto Rp.  (8.956.191.055,15) 

  Sisa Lebih Pembiayaan  Tahun 

Berkenaan 

Rp. 57.015.595.260,16 

  

 Pasal 2 

 

 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

      

 Pasal 3 

 

 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi 

Anggaran. 

  

 

 

Pasal 4... 



 

 

Pasal 4 

 Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

  

 Pasal 5 

 

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman. 

  
 
 
 

Ditetapkan di Parit Malintang 

pada tanggal  10 September 2020 

 

   BUPATI PADANG PARIAMAN, 

 

 

                       dto 

 

               ALI MUKHNI 
 
 
 
 
Diundangkan di Parit Malintang 

pada tanggal 10 September 2020 
 

        SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PADANG PARIAMAN, 

 

 

                     dto 

 

               JONPRIADI 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 33 

 
 


